
 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 48 TAHUN 2026 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG 
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWASAN 

INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang:  a. bahwa berdasarkan hasil monitoring capaian pemenuhan 

indikator Kabupaten Antikorupsi, perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan perubahan 
struktur organisasi Inspektorat Daerah, perlu dilakukan 

penyempurnaan pedoman pembinaan dan pengawasan; 
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu 

Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah sudah tidak 
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan peraturan perundang-undangan, sehingga 
perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 

38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

pada Inspektorat Daerah; 
 
Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terkakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 

6409); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6914);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153); 
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 



- 3 - 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796); 
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 530); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

775); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 

tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2025 Nomor 5); 

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 

2025 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 
Nomor 75); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG 
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT 

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT 
DAERAH. 

 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
pada Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut; 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
Dalam peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah 

pemimpin dan kordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah Kecamatan di Daerah. 

7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang 
selanjutanya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja 
di lingkungan instansi pemerintahan yang 

mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan 
fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 
10. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban 

adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah 

yang dapat menerima pendelegasian Inspektur. 
11. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut 

JF Auditor adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi 

tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk 
melaksanakan pengawasan intern. 

12. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah yang selajutnya 
disebut JF PPUPD adalah Aparatur Sipil Negara yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakuan kegiatan pengawasan atas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. 

13. Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern 

Pemerintah sselanjutnya disebut KP3IP adalah 
Kerangka Kerja yang bersifat konseptual dalan 
rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan 

intern yang diterbitkan oeh Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia (AAIPI). 

14. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 
yang baik. 

15. Objek pengawasan adalah Perangkat Daerah, 
Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Satuan Kerja 
yang mengelola program dan kegiatan yang 

bersumber dari APBN/APBD, pihak lain yang 
menerima atau memanfaatkan keuangan dan/atau 

aset daerah. 
16. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam 

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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17. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan 
untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

18. Program Kerja Pengawasan berbasis Risiko yang 
disebut PKPT Berbasis Risiko adalah rencana 
pengawasan tahunan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang berbasis pada risiko objek 
pengawasan.  

19. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, 

dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 
objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, 

untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, 
rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam 

mencapai tujuan. 
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, 
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

22. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu 
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 

 
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 7 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat 
Daerah dilaksanakan oleh Bupati.  

(2) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.  

(3) Inspektorat Daerah dalam membantu melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada PKPT Berbasis Risiko.  
(4) Inspektur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 8 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap desa, selain pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
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(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu 
oleh Camat dan Inspektorat Daerah.  

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap desa 

sebagaimana dimaksud pad ayat (3) dilaporkan 
kepada Bupati.  

(5) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk 

menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan 
terhadap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap 
tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan 
terhadap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa. 
(8) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) meliputi: 
a. laporan pertanggungiawaban keuangan desa; 

b. pengelolaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
keuangan desa; dan  

c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(9) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan 

dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) harus berkoordinasi dengan Camat. 
 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 9 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat 

Daerah dan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 
a. kegiatan penjaminan kualitas; dan 

b. kegiatan pengawasan lainnya. 
(2) Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  

a. Audit;  
b. Reviu;  
c. Evaluasi; dan  

d. Pemantauan.  
(3) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berupa: 
a. sosialisasi mengenai pengawasan;  
b. pendidikan dan pelatihan pengawasan; 

c. pembimbingan dan konsultansi; dan 
d. pengelolaan dan pemaparan hasil pengawasan. 
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5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 
(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf a terdiri atas:  
a. audit kinerja; dan  
b. audit dengan tujuan tertentu.  

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan Audit atas pengelolaan keuangan 
daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, 
efisiensi, dan efektivitas.  

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b mencakup Audit di luar Audit 
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

(1) Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh 

Irban, JF Auditor, dan JF PPUPD sesuai dengan PKPT 

Berbasis Risiko dan surat tugas yang ditandatangani 

oleh Inspektur.  

(2) Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana ayat (1) 

dilaksanakan sesuai kendali mutu dan standar 

operasional prosedur. 

(3) Kegiatan pengawasan lainnya dilaksanakan oleh 

Irban, JF Auditor dan JF PPUPD sesuai dengan PKPT 

Berbasis Risiko dan standar operasional prosedur.  

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Inspektur. 

 

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

(1) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 
pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam bentuk 

penjaminan kualitas terdiri atas laporan bentuk surat 
dan laporan bentuk bab.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan kendali mutu dan standar operasional 
prosedur.  

(3) Laporan hasil kegiatan pengawasan lainnya yaitu 

laporan bentuk surat.  
(4) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan 
oleh Inspektur kepada Bupati dan/atau Objek 
Pengawasan dan/atau disertai tembusan kepada 

pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Inspektur. 

 
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

(1) Objek Pengawasan melaksanakan tindak lanjut hasil 
pembinaan dan pengawasan.  

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait 
dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan 
ganti rugi, dilakukan proses tuntutan 

perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak 
terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau 

tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 
(enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil 

pembinaan dan pengawasan diterima.  
(4) Apabila Objek Pengawasan tidak melaksanakan 

tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

maka Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan 
pihak Aparat Penegak Hukum setelah mendapat izin 
dari Bupati. 

 
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 15 

(1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas 
dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau 

diadukan oleh masyarakat setelah terpenuhi semua 
unsur laporan dengan pemberitahuan kepada Bupati. 

(2) Inspektorat Daerah menerima laporan atau 

pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui media 
pengaduan resmi yang memuat paling sedikit:  

a. Nama dan alamat pihak yang melaporkan;  
b. Nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang 

dilaporkan;  
c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

d. waktu dan tempat perbuatan yang diduga 
melanggar ketentuan; dan 

e. keterangan yang memuat fakta, data, atau 
petunjuk terjadinya pelanggaran.  



- 10 - 
 

(3) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan 
penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Inspektorat Daerah melakukan koordinasi dengan 

Aparat Penegak Hukum sesuai dengan kewenangan 
masing-masing. 

 
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 16 

(1) APIP dalam melaksanakan pengawasan wajib 

mematuhi Standar Audit Intern Pemerintah 
Indonesia. 

(2) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
standar yang menjadi pedoman bagi pimpinan APIP, 

JF Auditor, dan JF PPUPD dalam melaksanakan 
kegiatan pengawasan intern untuk menjaga mutu 
dan profesionalitas pengawasan intern pemerintah. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 28 September 2026    
  

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
    ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 

 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 28 September 2026    
  
            SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 
                            ttd. 

 
              MUHAMMAD NOOR 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2026 NOMOR 48 


		2026-10-26T16:59:51+0800
	Kalimantan Selatan
	FITRI
	I Approve to the document




